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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAEMH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAFIAN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH
PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGAMN 2013

:  1 .

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan
pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
bedalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013;

bahwa terhadap Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 telah dilakukan evaluasi
sebagaimana teftuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 903 - 6896 Tahun 2013 serta disesuaikan denqan
ketentuan perundangan yang berlaku
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
199,1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea perolehan Hak Atas
Tanith dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
199,2 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
('Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);

6. tJndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tenbang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. tJndang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
F,engelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Flepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Fi.epublik Indonesia Nomor 4400);

B. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang_
Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang_
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerinbhan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.l43g);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 20Og tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049); ll
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12. unciang-undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang pencabutan peraturan
Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5137);

13' Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Perunda ng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
l"lomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 402g);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota DpRD sebagaimana
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan peraturan pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah
(l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

!8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



21' Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g5);

22. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23' Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang peraporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Nomor 4614);

24' Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,
Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOOT
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur sebagai Wakil pemerintah di Wilayah provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara ilepublik Indonesia Nomor 5209);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

28. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo
Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

29. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah provinsi Goronblo Tahun 2012
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAEMH PROVINSI GORONTALO

0an

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : pERATUMN DAEMH pRovINsI GoRoNTALo TENTANG PERUBAHAN
ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGAMN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah rahun Anggaran 2013 semura
berjumlah Rp1.038.200.989.328,20 bertambah/berkurang sejumlah
Rp2.597.107.045,00 sehingga menjadi Rp1.040.79g,096.37i,,20 dengan
rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 1.038,200,989.328,20
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2,597,107.045.00

Jumlah Pendapatan setelah
Perubahan

b. Belanja

1. Semula

2. Bertambah/(berkurang) Ro. 53.113.729.696.00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.131.915.649.690.20
Surplus/(Defisit Setetah perubahan) Rp. (91.117.553.317,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a) Semula Rp. 75.600.931.666,00
b)Bertambah/(berkurang) Ro.25.516.621.651.00

lumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 101. 1 17.553.317,00
2. Pengeluaran

a) Semula Rp. 35.000.000.000,00
b)Bertambah/(berkurang) Rp. (25.000.000.000.00)

Jumlal-Pengeluaransetelahperubahan Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah
perubahan Rp. 91.117.553.317,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah
perubahan Rp.

Rp. 1.0.10.798.096.373.20

Rp. 1.078.801.920.994,20
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